¥ —

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR &% TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan p

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnm ga;ﬁ
2013  tentang Penerapan  Standar Alkuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Padg Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota

Palembang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kota;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 dan Kotapraja di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tenitang  Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomeor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



Menetapkan . PERATURAN
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standa i
Pemerintahan Berbasis Alcrual e

Daerah (Berita N Rephis Pa !
2013 Nomor 1425); Publik Indonesia Tahun

S. Peraturan Walikota
2014 tentang Kebijakan 28 Tahun

_ Akuntansgi Pemerintah
Kota (Berita Daerah Kotq Palembang Tahun 2014

Kota adalah Kota Palembang.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah
Walikota adalah Walikota Palembang,
Angparan Pendapatan dan

ng Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah ren 4

cana keuangan tahunan Pemerintah
Kota Palembang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palembang.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasiinya,

Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Alaual adalah SAP yang mengakui pendapatan
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
pelaporan  pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD. -
Sistem Akuntansi Pemerintah Kota,d yang a;f;njutnya flamgkat
SAPK adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penye enggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan,

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pen_gm:uh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar. ]

Basis Kas adalah basis akuntansi yYang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
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Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang i
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta ﬁgﬁm
asct, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan lerpenuhinya  kriteria
pencatatan suatu kejadian atay peristiwa dalam catatan akuntansi
achm_gga akan menjadi  bagian yang melengkapi unsur aset
kewajiban,  ekuitas, pendapatan—LRA,belanja, pcmbiayaan:

pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uan

PENgguna anggaran,
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutny:
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah padaypcixcﬁnmfl ![{1::{;
Palembang selaku pengguna anggaran yang jugn melakeanakus,
EEP%:EII:MF?D kcll.t?ng:l[n daerah.
PRD ager B0l Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas milakaanaiin
gengclﬁiaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
aeran.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
EPKPE}i,rang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
A 1.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan daerah,
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah
Kola atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
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; Poran  yan menyaji i \
;::gmica.:_qan Penurunan 8,14, An 5 Lc;ihyatahjlkznn Jcnffumman'

“rdiri darj Saldo An aran Lepi : ; :
dan saldq Anggarar Sy g-‘ih - Lebih Awal, S:LPA;S:KPA, koreks;

Neracq adalah Poran yan, mc;-j jikan j i
Pcmr.'n'ntah Ko P e

ai 5
ta Mengenai aset, y :
tanggal terteny ‘ang dan ekyitas d

3 i Suaty entitag
Penyajiannya djsandingkan den peri pelapnran i
POran Aryg Kas yan

yang uelanjutn_va d13m t LPE adalah
laporan yang enyajikan informas: e

asi mengenaj Derubahgn ekuitas
itas awal, Swmuafdeﬁait-m, Koreksj

Ngan yang Sclanjumyﬂ disingkat Calk,
adalah laporan Yang menyajikan Informasj tentang Penjelasan gtgq,,
daftar terineci u isi i

alau analigijg alas nilai gyagy POS yang disgjikan
dalam LRA, Lpsar LAK dalam

» LO, LPE, Neraca dan rangkg
Pengungkapan yYang memadaj
Pendapa%LRA S€mua penerimaan Rekcning Kas Umum
Daerah Yang menambah Salda

an
dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota.
Patan-LO adalah hai Pemerintah Kota Yang diakui schagai
kui

Beban adalah Urunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelapo?gnn yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atay konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. e
Pembiayaan daerah adalah semua penerunaan yYang perlu . y::;
kembali dan/atay pengeluaran Yang akan diterima kembali, ba
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
anggaran berikutnya. _ N
r:::nadalah sauz.;:ber d&yg ekononli yang Qiku;sa.} dan/atay hcjlmild&ﬂs
oleh Pemerintah Kota sebagai akibat dari pcngtaWa.msa u

d n keuangan yang diperlukan untuk pmyﬁdma.n jasa
E;?b;;@ﬁﬁt umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
na alasan sejarah dan budaya. L
Kewajiban adalaii utang yang timbul darj penistiwa, masa laly ¥ang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ckonomi Pemerintah Kota,



39. Eluitas adalah kekayaan bersih Pemer
P Iintah Kota
selisih antara aset dan kewajiban Petiias Knta._‘fang merupakan

40. Koreksj adalah tindakan Pembetulap

- ;esua.: dengan Yyang seharusnya adi
© Tehyesuaian adalah transaksi €511
untuk mengakyi POs-pos | el Dot o

BAB 11
SISTEM AKUNTANS] PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

(1) Sistc-m Aluntans;i Pemerintan Kotg i
r.ckmk:- aluntansi dalam melakukan identifikasi transaks;, Pencatatan
b

2 Penjvajiii.m laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1) Sistem Akuntans; Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) meliputi;
a. sistem akuntansj SKPD;
b. sistem akuntansj PPKDy;
¢. sistem alkuntansi Laporan Konsolidasian; dan
d. Bagan Akun Standar.

mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO dan pendapatan-LRA, beban dan be!a.q_lm pPiutang,
persediaan, asetl tetap, aset lainnya, kewajiban, koreksi k_esalahan,
Penyusunan laporan keuangan SKPD dan penyajian kembali neraca.

(3) Sistemn akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pPengungkapan atas
pendapatan-LO  dan pendapatan-LRA, belanja dan beban,
pembiayaan, piutang, investasi, aset lainnys, kewajiban, koreksi
kesalahan dan penyusunan laporan keuangan PPKD.



{4) Sistern akuntansi Laporan Konsolidasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ mencakup prosedur penyusunan laporan
keuangan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

(5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d

sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah dacrah dalam melakukan
. kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur
Fi laporan keuangan secara lengkap yang digunakan didalam
' pencatatan transakasi pada buku jumal, pengklasifikasian pada
buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian
pada laporan keuangan.

Pasal 4

Sistern  Akuntansi Pemerintah Kota tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikofa ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah
Kota Palembang.

Ditetapkan di Palémbang
pada tangaal [/ Desember 204

Plt. WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, \} —l&- 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 6;



